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BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
GERMAS

' KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA °

Yth.

. Kepala Badan Kepegawaian Negara

2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
3. Asisten SDM Kepolisian Republik Indonesia

4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota se — Indonesia
0. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga

6. Pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan

_'--J

Kepala BKD Provinsi se-Indonesia

8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se — Indonesia

9. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota se-Indonesia

10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se — Indonesia

L1l. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan se — Indonesia
12. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi

13. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR DM.03.01/V/0668/2020
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGATURAN TERBARU DALAM PENGELOLAAN
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditetapkannya 3 (tiga) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) terbarukan tentang Jabatan
Fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut, serta PERMENPANRB nomor 13
tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

A Sesuai PP 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun

2017 tentang Manajemen Pegawail Negeri Sipil (PNS).
1. Tentang uji kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana pasal 75 ayat (1) huruf
e dihapus sehingga mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina tidak menjadi persyaratan pengangkatan pertama
untuk kategori keahlian;
2. Tentang uji kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana pasal 78 ayat (1) huruf
e dihapus sehingga mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial dan kompetensi sosial kultural sesual standar kompetensi yang telah

disusun oleh Instansi Pembina tidak menjadi persyaratan pengangkatan pertama

untuk kategori keterampilan.
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B. Sehubungan dengan ditetapkannya 3 (tiga) PERMENPANRB terbarukan yaitu

PERMENPANRB Nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat,
PERMENPANRB Nomor 36 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan
PERMENPANRB Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan
Mulut, serta berdasarkan PERMENPANRB nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan,
Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama ini
dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji

Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perawat, Bidan dan Terapis

Gigi dan Mulut wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau

kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah/janji sebagaimana

dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penilaian Kinerja

a. Penilaian kinerja pejabat fungsional Perawat, Bidan dan T erapis Gigi dan Mulut
meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. SKP diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sesuai jenjang masing - masing mengacu pada
uraian kegiatan dalam PERMENPANRB nomor 35 tahun 2019 untuk JF Perawat,
PERMENPANRB nomor 36 tahun 2019 untuk JF Bidan dan PERMENPANRB
nomor 37 tahun 2019 untuk JF Terapis Gigi dan Mulut,

b. Apabila pada awal tahun 2020 Pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis
Gigi dan Mulut sudah menyusun dan menetapkan SKP berdasarkan
PERMENPANRB nomor 25 tahun 2014 untuk JF Perawat, PERMENPANRB
nomor 001 tahun 2008 untuk JF Bidan dan PERMENPANRB nomor 23 tahun
2014 untuk JF Perawat Gigi, maka dapat dibenarkan dan dapat diperhitungkan
nilai perolehan Angka Kreditnya pada tahun 2020.

3. Pengembangan Profesi

Bagi pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut jenjang Mahir

yang akan naik ke jenjang Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan

profesi JF dengan angka kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan 4 (empat),

yang diberlakukan mulai periode kenaikan jenjang April 2021.

4. Angka Kredit

a. Angka Kredit Pemeliharaan
Pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut Kkategori
keterampilan atau keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan maka
setiap tahun wajib memenuhi angka kredit tertentu sesuai Peraturan Perundang-
undangan,

b. Angka kredit bagi pejabat fungsional kesehatan yang bertugas di daerah
terpencil/rawan/berbahaya
Pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut yang bertugas di
daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit
paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok
dalam PAK,
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Angka kredit bagi pejabat fungsional kesehatan yang ditugaskan sebagai
pimpinan fasyankes

Pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut yang
ditugaskan sebagai pimpinan fasyankes diberikan tambahan Angka Kredit
25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.

Uji kompetensi

a.

Uji kompetensi inpassing jabatan fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan
Mulut serta JF Kesehatan lainnya dilaksanakan sesuai Permenkes nomor 23
tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan
melalul Penyesualan/ Inpassing,

Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan untuk jabatan fungsional Perawat,
Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Teknisi Elektromedis, Perekam
Medis dan Pembimbing Kesehatan Kerja dilaksanakan sesuai Permenkes 18
tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Kesehatan,

Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan untuk jabatan fungsional Adminkes,
Apoteker, Asisten Apoteker, Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Dokdiknis, Entomolog
Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Nutrisionis,
Okupasi Terapi, Ortotis Prostetis, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Pranata
Labkes, Psikologi Klinis, Refraksionis Optisien, Sanitarian, Teknisi Gigi, Teknis
Transfusi Darah, Terapis Wicara, Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi
dilaksanakan mulai Juli tahun 2022,

Uji kompetensi untuk perpindahan jabatan, alih kategori, dan promosi untuk 30
jenis jabatan fungsional kesehatan (Adminkes, Apoteker, Asisten Apoteker,
Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Dokdiknis, Entomolog Kesehatan, Epidemiolog
Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Nutrisionis, Okupasi Terapi, Ortotis
Prostetis, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perekam Medis, Perawat, Terapis Gigi
dan Mulut, Pranata Labkes, Psikologi Klinis, Radiografer, Refraksionis Optisien,
Sanitarian, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Teknis Transfusi Darah, Terapis
Wicara, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penata Anestesi dan Asisten Penata
Anestesi) dilaksanakan mulai Juli tahun 2022,

Uji kompetensi jabatan fungsional Dokter, Dokter Pendidik Klinis, Dokter Gigi,
Perawat, Apoteker dan Bidan untuk kenaikan jenjang ke ahli utama

dilaksanakan mulai Juli tahun 2022,

JF Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut Kkategori keterampilan dengan
pendidikan di bawah D-III (Diploma IlI)

JF Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan dengan

pendidikan di bawah D-III (Diploma IIlI) dapat melaksanakan tugas pada jenjang

jabatan fungsional kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang saat ini

sedang diduduki. JF tersebut wajib memiliki ijazah sekurang- kurangnya D-III

(Diploma I11) kesehatan sesuai dengan kualifikasi jabatan fungsional masing - masing

paling lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Berdasarkan Undang

Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu

17 Oktober tahun 2020).
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